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ABSTRAK 

Keberadaan wali sangat menentukan dalam suatu pernikahan karena tanpa 

adanya wali, pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Wali merupakan rukun nikah, 

sehingga pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali pernikahannya tidak sah 

hukumnya. Pada dasanya wali mempunyai peranan yang besar dalam pernikahan. 

Persetujuan wali sangat menentukan untuk tercapainya keserasian hidup antara 

orang tua dan calon menantu. Akan tetapi wali dilarang mempersulit pernikahan 

yang berada dibawah perwaliannya sepanjang mendapat pasangan yang 

sekufu‟dan mampu membayar mahar mitsil. Namun, pada kenyataannya wali 

nikah terkadang menjadi permasalahan atau halangan dalam melaksanakan suatu 

pernikahan. Wali yang berhak menikahkan anak perempuannya ternyata tidak 

bersedia atau menolak sebagai wali dikarenakan berbagai alasan. Penelitiani ini 

membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keengganan wali 

enggan menikahkan dikarenakan calon pengantin melanggar adat jawa yang 

terjadi di Desa Karanganyar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo. 

Permasalahan pokok pada penelitian ini adalah pertama, menjelaskan alasan-

alasan wali enggan menikahkan anak perempuannya dan bagaimana jalan 

keluarnya kedua, menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap alasan wali enggan 

menikahkan anak perempuan dan bagaiamana jalan keluarnya. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) 

untuk mengetahui dan menggali data dilakukan dengan wawancara mengenai 

masalah yang berkaitan dengan obyek penelitian, dan sifat penelitiannya adalah 

deskriptif-analitik untuk menggambarkan fenomena yang ada, apa yang 

dinyatakan oleh subyek penelitian sehingga menggunakan pendekatan normatif 

untuk ditinjau bagaimana menurut hukum Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Qur‟an 

maupun hadist serta kaidah-kaidah dalam ushul fiqih. Dalam menyusun penelitian 

ini menggunakan teori adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa alasan 

keenggana wali menikahkan karena adat jawa yaitu Gotong Ratan tidak 

dibenarkan dalam syari‟at Islam dan jalan keluarnya yaitu dengan Taukil Wali bi 

Lisan yaitu mewakilkan kepada penghulu untuk menikahkan anak 

perempuanya.taukil wali telah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 
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Motto 
“sesungguhnya setelah ada kesulitan 

itu ada kemudahan maka apabila kamu 

sudah selesai dari satu urusan 

kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 

urusan yang lain. Dan hanya kepada 

Allah hendaknya kamu berharap….” 

 

 

“selangkah demi selangkah maka 

semua akan terselesaikan…” 

(KH.Mu’tashim Billah) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi 

ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 bâ‟ B Be ب

 tâ‟ T Te ت

 śâ‟ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

   â‟    a  dengan titik di ba ah  ح

 khâ‟ Kh ka dan ha خ

 Dâl D De د

  Żâl Ż żet  dengan titik di atas ذ

 râ‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س



 
 

 Syin Sy es dan ye ش

 âd   es (dengan titik di bawah)  ص

 âd   de (dengan titik di bawah)  ض

 ŝâ‟ Ŝ te (dengan titik di bawah) ط

 â‟   zet (dengan titik dibawah)  ظ

 ain „ koma terbalik (di atas)„ ع

 Gain G ge dan ha غ

 fâ‟ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L El ل

 Mîm M Em م

 Nûn N En ن

 Wâwû W We و

 hâ‟ H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 yâ‟ Y Ye ي

 



 
 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :  

لنزّ  Ditulis Nazzala 

 Ditulis Bihinna بهنّ

 

C. Ta’ Marbutah diakhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Hikmah حكمة

 Ditulis „illah علة

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal 

lain). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisahh maka 

ditulis dengan h. 

ءكرامةالأوليا  Ditulis Karâmah al-auliyâ‟ 

 

3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis 

t atau h.  

 Ditulis Zakâh al-fiŝri زكاةالفطر

 

D. Vokal Pendek 

 ـَ

 فعل

fathah 

 

Ditulis 

Ditulis 

A 

fa‟ala 



 
 

 ـِ

 ذكر

kasrah 

 

Ditulis 

Ditulis 

I 

Żukira 

 ـُ

 يذهب

dammah Ditulis 

Ditulis 

U 

Yażhabu 

 

E. Vokal Panjang 

1 

Fathah + alif  

 فلا

Ditulis 

Ditulis 

Â 

Falâ 

2 

Fathah + ya‟ mati 

 تنسى

Ditulis 

Ditulis 

Â 

Tansâ 

3 

 

Kasrah + ya‟ mati 

 تفصيل

Ditulis 

Ditulis 

Î 

Tafshîl 

4 

Dlammah + wawu mati 

 أصول

Ditulis 

Ditulis 

Û 

U  l 

 

F. Vokal Rangkap 

1 

Fathah +  ya‟ mati 

 الزهيلي

Ditulis 

Ditulis 

Ai 

az-zuhailî 

2 

Fatha + wawu mati 

 الدولة

Ditulis 

Ditulis 

Au 

ad-daulah 

 



 
 

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 Ditulis A‟antum أأنتم

 Ditulis U‟iddat أعدت

 Ditulis La‟in syakartum لئنشكرتم

 

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”   

 Ditulis Al-Qur‟ân القرأن

 Ditulis Al-Qiyâs القياس

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 ‟Ditulis As-Samâ السماء

 Ditulis Asy-Syams الشمش

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisnya 

   Ditulis Ża   al-fur ذويالفروض

 Ditulis Ahl as-sunnah أهلالسنة
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KATA PENGANTAR 

 بسم الله الرحٰمن الرحيم

ت يأانفسنا ومن سان الحمد لله نحمده ونستعينو ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 

اعمالنامن يهد الله فلا مضل لو ومن يضللو فلا ىادي لو اشهد ان لا الو الا الله وحده 

 لا شريك لو واشهد ان محمدا عبده و رسولو )اما بعد(

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa meberikan karunia-Nya yang 

agung, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita 

menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, serta atas 

pertolongan-Nya yang berupa kekuatan iman dan islam akhirnya penyusun dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan  

kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad Saw, yang menyatakan 

dirinya sebagai guru, “ Bu’iṡtu Mu’alliman” dan memang beliau adalah pendidik 

terbaik sepanjang zaman yang telah berhasil mendidik umatnya, shalawat salam 

juga semoga tercurahkan pada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau. 

Penyusun skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Keengganan Wali Menikahkan Dikarenakan Calon Pengantin Melanggar Adat 

Jawa (Studi Kasus di Desa Karanganyar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten 

Wonosobo ” disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan 

mahasiswa S1 Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari‟ah dan Hukum 



 
 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa 
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5. Drs. Supriyatna,MS.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 
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kesempurnaan skripsi ini. 
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Fauziah yang telah memberikan cinta, kasih, sayang,dukungan, doa dan 
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10. Adik-adikku Navis Amaliatus Syarifah, Nasywa Mayadatul Amiroh, Nala 

Aflihatun Niha‟ yang tersayang atas dukungan dan keceriaan kalian 
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maupun materil. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, perseorangan 

maupun kelompok. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan antara laki- 

laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia 

sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga 

dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami istri. 

Oleh karena itu, Islam mengatur masalah pernikahan dengan teliti dan 

terperinci untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan sesuai 

kedudukannya yang mulia. 
1
Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai 

makhluk yang berpasang-pasangan. Hal ini disebutkan dalam Firman Allah 

yang berbunyi : 

لذ ي خلق الا ز وا ج كلها مما تنبت الا ر ض و من انفسهم و مما لا سبحا ن ا

2يعلمون  

                                                             
1
Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam,(Yogyakarta : Gadjah Mada University 

Press, 1987),hlm.1. 

 
2Yāsῑn(36): 36 
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Para ulama telah sepakat bahwasanya terjadinya pernikahan itu secara 

sempurna setelah dilakukannya ijab dan qabul dari calon suami dan calon istri 

serta wali atau orang orang yang menggantikannya sebagai wali atau wakil. 
3
 

Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan, oleh 

sebab itu tidak semua orang bisa diterima menjadi wali dan saksi. Adapun 

persyaratannya adalah sebagai berikut : 

1. Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau 

saksi. Firman Allah SWT pada surat Al-Maidah :51  

يأ يها الذ ين امنوا لا تتخذوا  اليهو د و النصر أو ليا ء بعضهم أو ليا ء 

4بعض ومنيتولهم منكم فا نو منهم ان الله لا يهد ى القو م الظلمين   

2. Baligh 

3. Berakal sehat 

4. Merdeka 

5. Laki-laki 

6. Adil
5
 

Allah SWT berfirman : 

                                                             
3Muhammad Jawad Mughniyah, Pernikahan Menurut Hukum Perdata dari Lima 

Madzhab,alih bahasa:Alif Muhammad( Yogyakarta : Kota Kembang, 1978),hlm.7 

 
4Al-Māidah (5):51  

 
5Lafdzi Safroni, Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia,(Malang : Aditya Media 

Publishing, 2014),hlm.31. 
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ينكحن أزواجهن اذا واذاطلقتم النساءفبلغن أجلهن فلا تعضلو ىن أن 

هم بالمعروف ذلك يوعظ بو من كان منكم يؤمن باالله واليوم اللاخر تراضوابين

6ذلكم أزكى لكم و أطهروالله يعلم وأنتم لا تعلمون  

Ayat di atas mengandung arti bahwasanya harus adanya wali dalam 

pernikahan dan wali tidak boleh menghalang-halangi atau mempersulit 

perrnikahan wanita yang ada di bawah perwaliannya sepanjang mendapatkan 

pasangan yang sekufu‟. 

Adapun ukuran kafa’ah dalam Al-Qur‟an dan hadiṡt tidak memberikan 

batasan yang pasti. Para mażhab menetapkan ukuran dan norma kafa’ah yaitu: 

1. Mażhab Maliki, berpendapat bahwa unsur yang menjadi ukuran 

kesekufuan hanyalah taqwa kesalehan dan tidak mempunyai cacat 

 „aib . 

2. Mażhab Hanafi, berpendapat bah a ada enam kualifikasi dalam 

menetapkan kesekufuan, yaitu keturunan (nasab), agama (dīn), 

kemerdekaan (al-hurriyah), harta (al-māl), kekuatan moral (dinayah), 

dan pekerjaan (hirfah). 

3. Mażhab Syafi‟i, berpendapat bah a kafa’ah terdapat enam kualifikasi 

yaitu bebas dari penyakit, kemerdekaan, keturunan, agama atau 

kebaikan moral, pekerjaan dan kekayaan. 

                                                             
6Al-Baqarah(2):232 
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4. Mażhab Hambali, berpendapat sama dengan mażhab Maliki 

bahwasanya yang menjadi ukuran kesekufuan hanyalah taqwa 

kesalehan dan tidak mempunyai cacat  „aib .
7
 

Pada kenyataannya, wali nikah terkadang menjadi permasalahan atau 

halangan dalam melaksanakan suatu pernikahan, wali yang berhak 

menikahkan anak perempuannya ternyata tidak bersedia atau menolak sebagai 

wali dikarenakan dengan berbagai alasan. 

Kecamatan Wadaslintang merupakan wilayah kabupaten Wonosobo 

yang berada pada sebelah selatan. Kecamatan Wadaslintang ini berbatasan 

dengan beberapa wilayah, antara lain berbatasan dengan Kecamatan Kaliwiro 

pada sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Purworejo pada sebelah 

timur, dan pada sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Kabupaten 

Kebumen. Kecamatan Wadaslintang terdiri dari 16 desa, 1 kelurahan, 68 

dusun, 113 RW dan 460 RT. Desa desa tersebut adalah : Kalidadap, Ngalian, 

Gumelar, Somogede, Trimulyo, Lancar, Plunjaran, Tirip, Besuki, Kumejing, 

Karanganyar, Penerusan, Kaligowong, Erorejo, Sumbersari, Sumberejo. 

Sedangkan satu satunya kelurahan adalah kelurahan Wadaslintang. 
8
 

Di Kecamatan Wadaslintang lebih tepatnya di desa Karanganyar terjadi 

kasus keengganan wali menjadi wali nikah dikarenakan calon pengantin 

melanggar tradisi setempat yaitu Gotong Ratan, yaitu apabila calon pengantin 

                                                             
7Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I,(Yogyakarta: Academia & Tafazza, 

2005),hlm.220-230. 

 
8 Faqih Muntaha dkk, Wonosobo yang Aku Banggakan,(Wonosobo: Pemerintah 

Kabupaten Wonosobo, 2002),hlm.12-13. 
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rumahnya berhadap-hadapan. Menurut kepercayaan masyarakat setempat hal 

semacam itu jangan sampai terjadi dan harus dihindari dan apabila melanggar 

adat tersebut maka dipercaya dapat membawa mara bahaya untuk kehidupan 

yang akan datang karena masyarakat di desa Karanganyar memahami akan 

tradisi adat di desa Karanganyar tersebut.  

Dari latar belakang di atas penyusun  beranggapan bahwa permasalahan 

keengganan wali menikahkan dikarenakan melanggar adat jawa menjadi topik 

yang menarik untuk dibahas. Maka penyusun sengaja menyusun skripsi ini 

dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keengganan Wali 

Menikahkandikarenakan Calon Pengantin Melanggar Adat Jawa (Studi 

Kasusdi Desa Karanganyar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo) 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka pokok masalah yang dijadikan pembahasan dalam penyusunan skripsi 

ini adalah : 

1. Mengapa wali enggan menikahkan anak perempuannya dan bagaimana 

jalan keluarnya? 

2. Bagaimanatinjauan Hukum Islam terhadap alasan wali enggan 

menikahkankan anak perempuannya dan jalan keluarnya? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan diatas, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah: 
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1. Menjelaskanalasan-alasan wali enggan menikahkan anak 

perempuannya dan bagaimana jalan keluarnya mengenai kasus 

tersebut. 

2. Menjelaskan tinjauan hukum  Islam terhadap alasan wali enggan 

menikahkan anak perempuannya dan jalan keluarnya. 

Adapun kegunaannya ialah: 

1. Memperkaya khazanah keilmuan bagi para pembaca sehingga dapat 

mengetahui ilmu yang ada dalam penelitian ini. 

2. Sebagai referensi untuk melaksanakan penelitian sejenis secara lebih 

mendalam. 

D. Telaah Pustaka 

Dalam rangka penulisan skripsi ini penyusun berusaha melakukan 

penelusuran terhadap berbagai karya tulis yang berkaitan dengan pembahasan.  

Ada beberapa referensi yang berkaitan dengan penulisan karya tulis ini 

diantaranya ialah Eko Setyo Nughroho dalam karya tulisnya yang berjudul 

“Sebab-Sebab Wali ‘adal(Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama 

Wonosari tentang wali ‘adaldi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul 

tahun 2004-2008). 
9
 Karya tulis ini membahas pada sebab sebab wali 

‘adalyang terjadi pada masyarakat Tepus berdasarkan perkara yang masuk di 

Pengadilan Agama Wonosari pada tahun 2004 sampai dengan 2008 dan 

                                                             
9 Eko Setyo Nugroho, “Sebab-Sebab Wali „Adal  Studi terhadap Putusan Pengadilan 

Agama Wonosari tentang  ali „adal di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul tahun 2004-

2008),” Skripsi tidak di terbitkanFakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2008 
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menganalisis putusan hakim. Perbedaan dengan karya tulis yang akan 

penyusun teliti adalah bahwasanya karya tulis yang disusun oleh Eko Setyo 

Nughroho mengenai perkara perkara yang masuk pada Pengadilan Agama 

mengenai sebab-sebab wali ‘adal sedangkan karya tulis penyusun hanya 

mencakup wali yang enggan menikahkan karena calon pengantin melanggar 

adat jawa. 

Penelitian tentang “Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam 

Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali ‘Adal(Studi Kasus di KUA 

Kecamatan Pandak Bantul DIY   yang diteliti oleh Muhammad Rifa‟i.
10

 Karya 

tulis ini membahas upaya Pegawai Pencatatan Nikah dalam penyelesaian 

sengketa pernikahan wali ‘adal di KUA Pandak Bantul DIY ditinjau dari 

normatif yuridisnya dan gambaran kasus-kasus pernikahan wali ‘adaldi KUA 

Pandak Bantul DIY ditinjau dari hukum normatif-yuridis. Perbedaan dengan 

yang akan penyusun teliti adalah bahwasanya penyusun hanya mencakup wali 

yang enggan menikahkan karena calon pengantin melanggar adat jawa. 

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Zumma Nadia Ar-Rifqi dengan 

judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Penggunaan Wali Hakim 

Dikarenakan Wali „Adal (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar 

Tahun 2014) 
11

. Karya tulis ini membahas alasan-alasan yang menjadikan 

                                                             
10 Muhammad Rifa‟i, Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian 

Sengketa Pernikahan Wali „Adal  Studi Kasus di KUA Kecamatan Pandak Bantul DIY  ,” Skripsi 
tidak diterbitkan,Fakultas Syari‟ah UIN Sunan Kalijaga, 2012 

 
11 Zumma Nadia Ar-Rifqi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Penggunaan Wali 

Hakim Dikarenakan Wali „Adal  Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2014),” 

Skripsi tidak diterbitkan,Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015 
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pernikahan wali hakim dikarenakan wali ‘adaldi wilayah hukum Pengadilan 

Agama Karanganyar tahun 2014, menjelaskan pertimbangan dan penetapan 

hakim dalam memutuskan perkara pernikahan wali ‘adal di Pengadilan 

Agama Karanganyar tahun 2014 dan menjelaskan pandangan hukum Islam 

terhadap pertimbangan dan penetapan hakim Pengadilan Agama Karanganyar 

dalam menyelesaikan perkara wali ‘adal tahun 2014. Perbedaan dengan yang 

akan diteliti oleh penyusun bahwasanya penyusun hanya akan mecakup 

keengganan wali menikahkan dikarenakan calon pengantin melanggar adat 

jawa. 

Penelitian yang ditulis oleh Moh. Misbahul Munir yang berjudul “Sebab-

Sebab Wali Menolak Menikahkan Anaknya( Studi Kasus di Pengadilan 

Agama Yogyakarta Tahun 2002-2004). 
12

 Karya tulis ini mambahas tentang 

faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya wali ‘adal di Pengadilan 

Agama Yogyakarta yang disebabkan alasan syar‟i dan tidak syar‟i dan 

membahas pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam 

memutuskan perkara wali ‘adal di Pengadilan Agama Yogyakarta. Perbedaan 

dengan yang akan diteliti oleh penyusun bahwasanya penyusun hanya akan 

mecakup keengganan wali menikahkan dikarenakan calon pengantin 

melanggar adat jawa. 

                                                                                                                                                                       
 
12 Moh. Misbahul Munir, “Sebab-Sebab Wali Menolak Menikahkan Anaknya (Studi 

Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2002-2004 ,”Skripsi tidak diterbitkan,Fakultas 

Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2006 
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Yang terakhir yaitu karya tulis yang ditulis oleh Ahmad Hamam 

Nashiruddin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor 

Keengganan Wali untuk Menikahkan Anak Perempuannya dan Pemecahannya 

(Studi Kasus di KUA Pageruyung Kabupaten Kendal Tahun 2008-2009). 

13
Karya tulis ini membahas tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan 

keengganan wali untuk menikahkan perempuannya di KUA Pageruyung 

Kabupaten Kendal dan upaya petugas PPN terhadap keengganan tersebut serta 

membahas tinjauan hukum Islam terhadap faktor faktor yang menyebabkan 

keengganan wali untuk menikahkan anak perempuannya di KUA Pageruyung 

Kabupaten Kendal. Perbedaan dengan yang akan penyusun teliti adalah 

bahwasanya dalam kasus keengganan wali ini hanya mencakup karena calon 

pengantin melanggar adat jawa.  

Beberapa penelitian di atas membahas secara luas dan menyeluruh tentang 

sebab-sebab  ali „adal, faktor-faktor yang menyebabkan keengganan wali 

menikahkan anak perempuannya, alasan-alasan wali enggan menikahkan 

anaknya sedangkan karya tulis yang akan penyusun teliti hanyalah mencakup 

keengganan wali yang tidak mau menikahkan karena calon pengantin 

melanggar adat jawa. Jadi, sejauh pemahaman dan pengetahuan penyusun 

belum menemukan satu karya yang mutlak sama membahas keengganan wali 

menikahkan karena calon pengantin melanggar adat jawa. 

 

                                                             
13

Ahmad Hamam Nashiruddin,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor 

Keengganan Wali untuk Menikahkan Anak Perempuannya dan Pemecahannya (Studi Kasus di 

KUA Pageruyung Kabupaten Kendal Tahun 2008-2009 ,” Skripsi tidak diterbitkan,Fakultas 

Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010 
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E. Kerangka Teoritik 

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad untuk menghalalkan 

hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan 

kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih 

sayang dengan cara yang diridhoi Allah.
14

 

Allah SWT berfirman : 

د كم و اما ئكم ان يكو نو ا  من عبالحين ؤ انكحؤ ا ا لا يامي منكم ؤ الصا 

15فقر ا ء يغنهم اللهمن فضلو و الله وا سع عليم
 

Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya 

perkawinan (nikah) menurut Hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat 

penting dan menentukan. Suatu pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali 

atau yang menjadi wali bukan yang berhak maka pernikahan tersebut batal 

(tidak sah). 

16لا نكا ح الا بو لي  

                                                             
14

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam,hlm.11. 

15
An-Nūr(24):32 

 
16Abi al-Ṭalib Muhammad Syamsul al-Haq al-Adzim, „Aunul Ma’bud fi Syarhil Sunan 

Abi Dawud, Cet.ke-3 ( Libanon Beirut: Darl Fikr, 1979) hlm 98, Hadist diriwayatkan oleh 

Muhammad bin Katsir meriwayatkan kepada kita, Sufyan mengabarkan kepada kami, Ibn Juraijin 

mengabarkan kepada kita dari Sulaiman dari Musa dari Al-Zuhri dari „Ur ah dari Aisyah 
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Imam Syafi‟I berpendapat bahwa pernikahan tidak sah apabila tanpa 

adanya wali bagi pihak pengantin perempuan sedangkan bagi calon pengantin 

laki-laki tidak diperlukan wali nikah. 

Pendapat Abu Hanifah bahwa wali yang harus ada dalam akad nikah 

apabila mempelai perempuan belum balig atau tidak sehat akal, perempuan 

telah balig dan berakal sehat dibolehkan mengawinkan diri sendiri dengan 

laki-laki yang disukai tanpa  ali dengan syarat sekufu‟ namun jika mempelai 

laki laki tidak kufu‟ maka wali berhak minta pada hakim untuk membatalkan 

perkawinan perempuan tersebut.  

Imam Malik, menurut riwayat Asyhab berpendapat bahwa nikah tanpa 

wali tidak sah, menurut riwayat ibnul Qasim, Imam malik berpendapat bahwa 

adanya wali dalam akad nikah tidak wajib, tetapi hanya sunnat, adanya wali 

merupakan syarat kesempurnaan nikah, bukan syarat sahnya.  

Imam Dawud berpendapat bahwa adanya wali menjadi syarat syahnya 

nikah perempuan perawan, sedang untuk perempuan janda tidak disyaratkan 

ada wali.
17

 

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi 

calon mempelai wanita untuk menikahkannya.  

1. Wali nikah ialah seseorang laki laki yang memenuhi syarat Hukum Islam 

yakni muslim dan akil baligh.  

2. Wali nikah terdiri dari : 

                                                             
17Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam,hlm.36. 
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a. Wali nasab 

b. Wali hakim 

3. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, 

kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat 

tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. 

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, 

kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. 

Kedua, kelompok kerabat saudara laki laki kandung atau saudara 

laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. 

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung 

ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.  

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-

laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka. 

4. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang 

sama-sama berhak menjadi wali nikah, maka yang paling berhak menjadi 

wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai 

wanita. 

5. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang 

paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang 

hanya seayah. 

6. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama 

sama derajat kandung dan sama sama derajat kerabat seayah, mereka sama 
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sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan 

memenuhi syarat-syarat wali. 

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi 

syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita 

tunawicara, tunarungu atau sudah uzur maka hak menjadi wali bergeser 

kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. 

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali 

nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui 

tempat tinggalnya atau gaib atau enggan. 

2. Dalam hal wali „adal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak 

sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang 

wali tersebut.
18

 

Pada waktu Islam masuk dan berkembang di Arab berlakunya norma 

yang mengatur kehidupan untuk bermuamalah yang disebut dengan 

adat.Adat tersebut diterima dan diyakini oleh umat dan beranggapan bahwa 

perbuatan baik tersebut adalah baik untuk mereka. Sebagian dari 

‘adattersebut ada yang selaras namun ada pula yang bertentangan dengan 

hukum syara’. Adat dan syari‟at menjadi adanya perbenturan, penyerapan, 

dan pembauran antara keduanya.
19

 

                                                             
18

Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam,(Jakarta : Bumi Aksara, 1996),hlm.74. 
 
19

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih,(Jakarta : Kencana, 2011),hlm.393. 
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Secara umum ‘urf atau „adat diamalkan oleh semua ulama fiqih 

terutama di kalangan ulama madzhab Hanafiyah dan Malikiyah. Para 

ulama‟ mengamalkan „urf  dalam memahami dan mengistinbathkan hukum. 

Untuk menetapkan dan menerima „urf terdapat beberapa persyaratan, yaitu:  

1. ‘adat atau ‘urf  bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat 

2. ‘adat atau ‘urf berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang 

yang berada dalam lingkungan ‘adat itu atau di kalangan sebagian 

besar warganya.  

3. ‘Urf dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada atau 

berlaku pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian. 

Maksudnya adalah ‘urf itu harus telah ada sebelum penetapan 

hukum kalau ‘urf itu datang kemudian maka tidak diperhitungkan. 

4. ‘Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’  yang ada atau 

bertentangan dengan prinsip pasti.  

Dari uraian diatas jelaslah bahwa ‘urf atau ‘adat digunakan sebagai 

landasan untuk menetapkan hukum. 
20

Dalam kaidah fiqih dikatakan : 

21العا د ة محكمة
 

Kaidah ‘adah ini diambil dari realita sosial masyarakat bahwa 

sesungguhnya cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang 

                                                             
20Ibid.,hlm 400-402 

 
21Ahmad Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih,hlm.78. 
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diyakini sebagai norma yang telah berjalan sejak lama sehingga memiliki 

pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai 

yang telah dihayati bersama. Apabila ditemukan suatu masyaratkat 

meninggalkan suatu amaliyah yang selama ini sudah biasa dilakukan maka 

masyarakat tersebut telah mengalami pergerseran nilai. Nilai-nilai seperti 

inilah yang dikenal dengan sebutan adat istiadat, budaya, tradisi, dan lain 

sebagainya. Dasar hukum kaidah ‘adah terdapat pada surat Al-A‟raf : 199  

22وأ مر بالعرف و أعر ض عن الجا ىلين  

Para Fuqaha membuat batasan khusus bahwa ‘adah kebiasaan yang 

bisa mendapatlan legitimasi syari‟ah adalah sesuatu yang tidak memiliki 

batasan syar‟i ( taqyid al-syar’i) dan batasan bahasa (taqyid al-lughawiy). 

Apabila ditemukan adanya syari‟ah yang hanya memberikan ketentuan 

secara umum maka batasan perlu diserahkan pada penilaian „adah yang 

berlaku. 
23

 

Pada saat Islam membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai 

uluhiyyah dan nilai nilai insaniyah maka bertemu dengan nilai nilai adat 

kebiasaan di masyarakat. Dari sinilah kemudian para ulama membagi adat 

kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi al-‘adah al-saħihah 

 Akan tetapi al-‘adah .(العادةالفسيدة) dan al-adah al-fasĩdah (العادةالصحيحة)

                                                             
22Al-A‟raf 7 :199 

 
23Dahlan Tamrin, Kaidah-Kaidah Hukum Islam,(Malang : UIN Maliki Press, 2010),hlm. 

203-204. 
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yang bisa dipertimbangkan dalam penetapan hukum adalah al-‘adah al-

saħihah .Oleh karena itu kaidah tersebut tidak bisa digunakan apabila: 

a. al-‘adah bertentangan dengan nash baik Al-qur‟an maupun Al-Hadis. 

b. al-‘adah tidak menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan 

kemaslahatan termasuk tidak membuat kesukaran atau kesulitan.  

c. al-‘adah berlaku pada umumnya di kaum muslimin dalam arti bukan 

hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja. Bila dilakukan oleh 

beberapa orang saja maka tidak bisa dianggap adat. 
24

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian ilmiah merupakan penelitian menggunakan aturan tertentu dan 

dibangun atas teori-teori tertentu. Dengan pendekatan ilmiah seseorang akan 

memperoleh pengetahuan yang kebenarannya terbuka untuk diuji oleh siapa 

saja yang menghendaki untuk mengujinya.
25

Dengan begitu apabila suatu 

penelitian menggunakan metode yang tepat, maka kebenaran yang ada dalam 

penelitian dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti. Maka metode 

penelitian yang digunakan adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field 

research). Penelitian ini dilakukan ditengah tengah lingkup masyarakat yang 

menjadi obyek penelitian dengan bertujuan untuk mengetahui dan menggali 

                                                             
24Ahmad Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih,(Jakarta : Kencana, 2006),hlm.78-84. 

 
25 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian,(Jakarta : Bumi 

Aksara,1997),hlm.17. 
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data.
26

 Penyusun melakukan penelitian di Desa Karanganyar Kecamatan 

Wadaslintang Kabupaten Wonosobo untuk melengkapi penelitian ini. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian untuk 

menggambarkan apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan 

dan perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh untuk 

menggambarkan fenomena yang ada.
27

Penelitian ini mendeskripsikan atau 

memaparkan keengganan wali menikahkan dikarenakan adat jawa yang terjadi 

di Desa Karanganyar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo. 

3. Obyek dan Subyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah mengenai keengganan wali terhadap calon 

pengantin yang melanggar adat jawa dan subyek penelitiannya adalah pelaku 

wali yang enggan menikahkan,calon pengantin,warga masyarakat 

Karanganyar dan Kepala KUA Kecamatan Wadaslintang atau penghulu dari 

KUA Kecamatan Wadaslintang.  

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yaitu dengan 

tanya jawab secara langsung yang terkait dengan tema penelitian. 

Pertanyaan-pertanyaan yang ada ditujukan kepada informan 

penelitian guna memperoleh data primer. Dalam penelitian ini ada 

                                                             
26 Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian,(Yogyakarta : Kurnia Kalam 

Semesta, 2003),hlm.7. 

 
27 Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI-Press, 1986),hlm 250. 
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6 orang yang diwawancara yaitu selaku wali dari mempelai 

perempuan, 2 tokoh masyarakat di Desa Karanganyar, mempelai 

perempuan dan laki-laki dan penghulu KUA Kecamatan 

Wadaslintang. 

b. Dokumentasi.Perkumpulan data atau dokumen yaitu berupa letak 

geografis,kondisi sosial, ekonomi, kehidupan beragama dan 

pendidikan masyarakat serta hal-hal lain yang ada di Desa 

Karanganyar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo. 

c. Sebagai sumber pengumpulan data pendukung penyusun 

menggunakan beberapa literatur yang berhubunganpenelitian yang 

dilakukan di Desa Karanganyar Kecamatan Wadaslintang 

Kabupaten Wonosobo. 

5. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. 

Penelitian ini berdasarkan ayat-ayat Al-qur‟an maupun hadis serta kaidah-

kaidah dalam ushul fiqih yang menjadi pedoman manusia. 
28

 

6. Analisis Data 

Data-data yang telah dikumpulkan akan dianalisa dengan analisis 

kualitatif dan menggunakan penalaran deduktif. Metode deduktif adalah 

suatu proses berpikir yang bertitik tolak dari sifat yang bersifat umum dan 

                                                             
28Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Press,hlm.10. 
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menarik kesimpulan yang bersifat khusus. 
29

Metode deduktif yakni 

mengenai keengganan wali menikahkan karena calon pengantin melanggar 

adat jawa ditinjau hukumnya dari segi hukum Islam terhadap alasan wali 

enggan menikahkan seperti aturan yang ada didalam Al-Qur‟an, Hadist 

dan kaidah-kaidah fiqhiyyah lalu diimplementasikan pada fenomena 

keengganan wali menikahkan anak perempuannya tersebut.  

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk menghasilkan sebuah penelitian yang sistematis, penyusun 

memaparkan penelitian ini dalam bagian-bagian yang saling memiliki 

keterkaitan. penelitian ini terdiri dari empat bab, dengan rincian sebagai 

berikut: 

Bab pertama, berisi pendahuluan sebagai pengantar penelitian secara 

keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh subbab, yaitu latar belakang yang 

menjelaskan isi penelitian, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

telaah pustaka yang berisi penelitian sejenis dan pernah ada, kerangka teori, 

metode penelitian yang menjelaskan metode apa saja yang digunakan dalam 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, dalam bab ini diuraikan ketentuan umum tentang wali nikah 

yang meliputi : pengertian wali nikah, dasar hukum wali dalam pernikahan, 

syarat-syarat menjadi wali, macam-macam wali nikah termasuk wali mujbir 

                                                             
29 Sukandarrumidi, Metode Penelitian,(Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 

2002), hlm.38. 
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dan wali ‘adal dan urutan yang berhak menjadi wali sehingga akan dijumpai 

suatu landasan teori yang jelas. 

Bab ketiga berisi deskripsi keengganan wali menikahkan perempuan 

dikarenakan calon pengantin melanggar adat jawa di desa Karanganyar 

kecamatan Wadaslintang dan dilengkapi dengan keadaan geografi, kondisi 

sosial, ekonomi, kehidupan beragama dan pendidikan masyarakat agar dapat 

diketahui apa yang menjadi latar belakang masalah yang terjadi di dalam 

masyarakat kecamatan Wadaslintang mengenai keengganan wali menikahkan 

anak perempuannya karena calon pengantin melanggar adat jawa. Dalam bab 

ini juga dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang 

keengganan wali tersebut sehingga akan dianalisis pada bab selanjutnya 

menurut perspektif hukum Islam terhadap alasan tidak mau menikahkan.  

Bab keempat, berisi analisis terhadap alasan tidak mau menikahkan 

menurut perspektif hukum Islam. Dalam bab ini dimaksudkan untuk 

memperoleh jawaban yang konkrit dari pokok masalah.  

Kemudian dalam bab terakhir yakni bab kelima, penyusun menyampaikan 

kesimpulan yang menjadi jawaban atas pokok masalah dan saran-saran yang 

didapat dari hasil penelitian setelah melalui berbagai pertimbangan.
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BAB V 

PENUTUP 

 

Dari hasil pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pada penelitian ini wali enggan menikahkan dikarenakan calon pengantin 

telah melanggar adat jawa yaitu Gotong Ratan. Menurut kepercayaan 

masyarakat Karanganyar apabila melanggar adat tersebut maka 

pernikahannya tidak langgeng atau tidak berlangsung lama dan biasanya 

orang tua yang menikahkan tersebut meninggal dunia.Selain itu biasanya 

orang tua yang menikahkan sakit yang berkepanjangan (tidak panjang 

umur) dan mencari rizki sulit. Oleh karena itu, jalan keluarnya yaitu 

menggunakan Taukil Wali bi Lisan dengan mewakilkan kepada penghulu 

KUA Wadaslintang untuk menikahkan anak perempuannya. Namun pada 

pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan 

Wadaslintang orang tua dari mempelai perempuan tidak menghadiri akad 

nikah tersebut. Pernikahan antara Mukhidin dan Budiyati menggunakan 

taukil wali dan taukil wali telah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

Menurut Hukum Islam alasan enggan menikahkan dikarenakan melanggar 

adat jawa tidak sesuai dengan Hukum Islam kecuali dengan alasan laki-

lakinya tidak sepadan atau tidak sekufu’,maharnya kurang dari mahar 

mitsil, karena perempuannya sudah dipinang oleh orang lain yang lebih 
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sesuai derajatnya, calon suaminya beda agama dan cacat badan yang 

menyebabkan perkawinannya di fasakhkan. Di dalam Islam  tidak ada 

larangan pernikahan dikarenakan alasan adat jawa sehingga tidak sesuai 

syari‟at Islam dan tidak pula diatur dalam naṡ yang selama ini menjadi 

pedoman manusia yang beragama Islam. Jadi adat tersebut tidak harus 

dipelihara dan dilestarikan. Apabila dilestarikan berarti sama saja 

menentang hukum syara‟. 
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